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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR /3 TAHUN 2011
TENTANG

TATA CARA DAN PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (4)
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

bahwa terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua
dan seterusnya untuk kendaraan roda empat atau lebih
dikenakan pajak progresif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Pajak
Progresif;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah
Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat |
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1622),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG
TATA CARA DAN PELAKSANAAN PAJAK PROGRESIF.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengabh.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badab dab Pemerintah
yang dikenakan pajak.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air.

10.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB



11.

12.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1

(2)

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, Kkongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi,
kolektif dan bentuk usaha tetap termasuk Permerintah serta
TNI/Polri.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB il
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Objek Pajak Progresif adalah kepemilikan kendaraan bermotor
pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda empat atau
lebih;

Subjek Pajak Progresif adalah orang pribadi yang memiliki
kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk
kendaraan roda empat atau lebih;

Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan
Pajak Progresif.

BAB lil
TARIF PAJAK

Pasal 3

Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan secara
progresif;

Tarif Pajak sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Kepemilikan kedua 2,0% (dua koma nol persen)

b. Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)

c. Kepemilikan keempat 3,0% (tiga koma nol persen)

d. Kepemilikan kelima dst 3,5% (tiga koma lima persen)

BAB IV
PENETAPAN OBJEK PAJAK

Pasal 4

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama
dan/atau alamat yang sama;

Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam satu keluarga satu alamat yang dibuktikan dalam



Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam satu nama yang berbeda alamat dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Surat lzin
Mengemudi (SIM)

Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam satu alamat dua keluarga atau lebih dibuktikan
dengan Susunan Kartu Keluarga (SKK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan atau Surat lzin Mengemudi (SIM)

Pasal 5

Penetapan urutan kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan
pada urutan tanggal kwitansi dan atau tanggal faktur yang
direkam pada database computer objek kendaraan bermotor
dan/atau pernyataan Wajib Pajak;

Perubahan kepemilikan Wajib Pajak harus melaporkan sesuai
peraturan perundang-uandangan untuk ditetapkan urutan
kepemilikan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Ditetapkan di A Palangka Raya
pada tanggdl | 5¢ taret 2014
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GUBERNUR K*LIMANTAN TENGAH,
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AGUSTIN YERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 30 laret
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Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,

SIUN



